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ABSTRAK 

Batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Namun, dalam perkara poligami hakim memberikan izin untuk menikahi seorang 

anak di bawah ketentuan batas usia kawin tersebut. Perkara ini ditemukan pada 

putusan nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg dan 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr. Ulama 

kontemporer seperti Mahmoed Muhammad Taha, Quraish Shihab, Amin Wadud, 

dan Nasr Hamid memberi pendapat bahwa ketika melakukan poligami harus 

ditemukan kondisi dharurat terhadap para pihak. Kondisi dharurat itu dapat 

ditemukan dengan memperhatikan pemenuhan al-umar al-khamsah dalam 

  q       -s  r ah. Oleh karena itu, skripsi ini menjawab mengenai dua 

pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah, pertama, bagaimana 

persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 

31/Pdt.G/2020/PA.Llg dan 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr. Kedua, bagaimana analisis 

yuridis dan hukum Islam terhadap kedua putusan tersebut.  

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), dan perbandingan (comparative approach). Teknik 

analisis bahan hukum dengan cara interpretasi sistematis, dan komparatif, yaitu 

menafsirkan hukum berdasarkan Undang-Undang batas usia nikah, Undang-

Undang perlindungan anak, asas-asas penegakan hukum, dan membandingkan 

dua putusan melalui rasio decidendi hakim. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan, dua putusan tersebut memiliki 

kesamaan dalam pertimbangan yuridisnya, yaitu memperhatikan pemenuhan 

syarat alternatif dan kumulatif perkara poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Hakim tidak mempertimbangkan kesejahteraan anak melalui 

Undang-Undang Perlindungan Anak, dan mempertimbangkan Pasal 7 UU Nomor 

16 Tahun 2019 agar mengajukan dispensasi nikah setelah diberikan izin poligami. 

Perbedaannya, putusan nomor 1892/Pdt.G/2021/PA.Mr. menilai aspek dharurat 

dengan kaidah fikih “Apabila terdapat dua bahaya maka dipilih yang lebih kecil 

bahayanya”, sedangkan putusan nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg 

mempertimbangkan aspek sosiologis kehidupan calon istri, yang akan 

mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat karena keadaannya yang hamil di 

luar nikah.  Secara yuridis, kedua putusan melanggar ketentuan dalam UU Nomor 

16 tahun 2019 tentang batas usia nikah, dan bertentangan dengan yurisprudensi 

nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Asas-asas penegakan hukum yang terpenuhi 

dalam kedua putusan hanya asas keadilan secara procedural justice. Kondisi 

dharurat ditemukan dalam putusan nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Llg jika putusan 

ditolak, karena kondisi calon istri telah hamil. Sedangkan pada putusan nomor 

1892/Pdt.G/PA.Mr. lebih banyak aspek dharurat  jika putusan dikabulkan. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada hakim 

Pengadilan Agama dalam memutus perkara poligami, tidak hanya menafsirkan 

dasar hukum secara tekstual. Namun juga harus memperhatikan perlindungan 

terhadap al-umar al-khamsah dari para pihak sehingga patut dikabulkan. Hakim 

juga harus memberikan rasio decidendi secara seimbang terhadap para pihak, dan 

mempertimbangkan yurisprudensi agar tidak terjadi ketimpangan norma hukum. 
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